PERUBA
TAHUN

Menimbang

a. bahwa untuk melaksan

WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TElNGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR: 58 TAHUN 2023
TENTANG

2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

\HAN KEDUA ATAS PERATURAN Wi?[ KOTA BAUBAU NOMOR 189
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUi}:U s

an penyesuaian penggunaan
anggaran belanja keperluan mendesak sebagaimana tercantum
dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 24
Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
Pendapatan dan Belanja| Daerah, sehingga dilakukan
pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Baubau Tahun Anggaran 2023;

. Bahwa Untuk Melaksanakan Pemenuhan Dau Yang Telah

Ditentukan Peruntukannya Sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 211/Pmk.07/2022 [Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Keuangan| Nomor 139/Pmk.07/2019 Tentang
Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum Dan Dana
Otonomi Khusus, Peraturan Menteri Keuangan Nomor

212/Pmk.07 /2023 Tentang |Indikator Tingkat Kinerja Daerah
Dan Ketentuan Umum Bagi Dana Alokasi Umum Yang
Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 Dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali
Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

. bahwa berdasarkan ketentuan dalam butir I.F.1.f Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, bahwa Pada kondisi
tertentu, pergeseran emggar| yang menyebabkan perubahan
APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui
ketetapan Kepala Daerah| dengan diberitahukan kepada
pimpinan Dewan Perwaki Rakyat Daerah. Kondisi tertentu
tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan
prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah,
Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD,
pergeseran anggaran/perubahan anggaran ditampung dalam



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 13 T

Peraturan Daerah tentang Pefubahan APBD Tahun Anggaran
2023, jika pergeseran tersebut dilakukan setelah Perubahan
APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun
Anggaran 2023.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, b dan huruf ¢, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Wali Kota Baubau |tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 189 Tahun 2022 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Baubau Tahun Anggaran 2023.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851); sebagaimana tel}a_h diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik [ Idt:-nesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara lij_]‘;:ublik Indonesia Nomor 6409);

| un 2001 tentang Pembentukan
Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 93, Tamb'a.han Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4120);

. Undang-Undang Nomor 17 [l‘a_hun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);




7. Undang-Undang Nomor 25
Perencanaan Pembangunan
Republik Indonesia Tahun

Tahun 2004 tentang Sistem
Nasional (Lembaran Negara
2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara

epublik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587} sebagaimana tel

dengan Undang-Undang Nomor

Penetapan Peraturan Pemeri

Nomor 2 Tahun 2022 tentaq

Undang (Lembaran Negara

diubah beberapa kali terakhir
6 Tahun 2023 tentang
1tah Pengganti Undang-Undang
g Cipta Kerja Menjadi Undang-
epublik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 T

un 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambah Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601); seba!gairnana telah diubah beberapa

tentang Penetapan Peraturan| Pemerintah Pengganti Undang-

kali, terakhir dengan Undani—Undang Nomor 6 Tahun 2023

Undang Nomor 2 Tahun 20i 2 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambah
Indonesia Nomor 6856);

10.

Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara R

11.
Kedudukan Keuangan Kepala

Peraturan Pemerintah Nomor

epublik Indonesia Nomor 6757);

109 Tahun 2000 tentang
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Iﬂldonesia Tahun 2000 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara R:

12. Peraturan Pemerintah Nomor
Perimbangan (Lembaran Negar
Nomor 137, Tambahan Lemb

Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor
Informasi Keuangan Daerak
Indonesia Tahun 2005 Nomor
Republik Indonesia Nomor 4
dengan Peraturan Pemerintah
Perubahan Atas Peraturan Pe
tentang Sistem Informasi Keu
Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republik Ind

13.

epublik Indonesia Nomor 4028);

55 Tahun 2005 tentang Dana
a Republik Indonesia Tahun 2005
aran Negara Republik Indonesia

56 Tahun 2005 tentang Sistem
1 (Lembaran Negara Republik
138, Tambahan Lembaran Negara
576); sebagaimana telah diubah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang
merintah Nomor 56 Tahun 2005
angan Daerah (Lembaran Negara
2010 Nomor 110, Tambahan
onesia Nomor 5155);




14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

71 Tahun 2010 tentang Standar
aran Negara Republik Indonesia
an Lembaran Negara Republik

Peraturan Pemerintah Nomor
Akuntansi Pemerintahan (Lem
Tahun 2010 Nomor 123, Tamb
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Rlepublik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor|2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Njomor 5533); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan ‘ Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Rtpublik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyeleng'garaan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif | Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lenl-lba.rs.n Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor

42, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 1
kedelapan belas atas Peratur
1977 tentang Peraturan Gaji

> Tahun 2019 tentang Perubahan
an Pemerintah Nomor 7 Tahun
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Ta_h]un 2015 Nomor 43);

Peraturan Menteri Dalam Nege
Pedoman Teknis Pengelolaan

ri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 202;7

Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
pada Pemerintah Daerah [Btlzrita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1425});




24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK-07/2022
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil,

Dana Alokasi Umum Dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara

Menetapkan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1134});

26. Peraturan Menteri Keuan

tentang Indikator Tingkat

Umum Bagian Dana Alokasi

Penggunaannya Tahun Angga
Indonesia Tahun 2022 Nomor ]

n Nomor 212/PMK-07/2022
inerja Daerah dan Kketentuan
Umum yang ditentukan
ran 2023 (Berita Negara Republik
135});

27.
Urusan Pemerintahan Waji

Peraturan Daerah Kota Bauba{;l

Nomor 11 Tahun 2013 tentang
dan Pililhan yang menjadi

Kewenangan Pemerintah Kota| Baubau (Lembaran Daerah Kota
Baubau Tahun 2013 Nomor 11));

28.
Pembentukan dan Susunan
(Lembaran Daerah Kota Ba
sebagaimana telah diubah
Baubau Nomor 2 Tahun 2021
Daerah Kota Baubau Nor
Pembentukan dan Susunan
(Lembaran Daerah Kota Bauba;

Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah Kota Baubau
ubau Tahun 2016 Nomor 5);

fengan Peraturan Daerah Kota

entang Perubahan Atas Peraturan
nor S Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah Kota Baubau
u Tahun 2021 Nomor 2);

29.

Peraturan Daerah Kota Baubzlx

u Nomor 5 Tahun 2022 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun

Anggaran 2023 (Lembaran D
Nomor 5).

30.
Pengelolaan Keuangan Daerah
tahun 2023 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

erah Kota Baubau Tahun 2022

Peraturan Daerah Kota Baubafm Nomor 2 Tahun 2023 tentang

(Lembaran Daerah Kota Baubau

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN WALI KOTA BAUR

AU NOMOR 189 TAHUN 2022

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

,Baubau Nomor 189 Tahun 2022

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023, diubah sebagai berikut:




1.

Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan dud Pasal yaitu Pasal 1.A dan Pasal
1.B sehingga bebunyi sebagai berikut:

Pasal 1.A

(1) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan alokasi
anggaran akibat:

a. pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak yang
belum cukup tersedia dan/atau belum|dianggarkan dalam APBD Tahun
Anggaran 2023 sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Wali
Kota Baubau Nomor 24 Tahun 202 tentang tata cara pergeseran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. penyesuaian pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau
mendesak lainnya diterima oleh Pemerintah Daerah setelah penetapan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

penganggaran program dan Kkegiatan dimaksud dilakukan dengan

mengubah Peraturan Kepala Daerah
Anlggaran Pendapatan dan Belanja Dae
Lampiran Peraturan Menteri Dalam

tentang Penjabaran Perubahan
rah sesuai ketentuan butir LLF.1.f
Negeri Nomor 84 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023,;

C. ke\:.vajiban lainnya yang diamanatksiln oleh peraturan perundang-

undangan.

(2) Pelaksanaan kegiatan mendesak sebagai

hurufla mencakup:

a} kebutuhan daerah dalam rangka Pe

ahggarannya belum tersedia dalam tal

b) bf:lanja Daerah yang bersifat mengikat

c) pengeluaran Daerah yang berada di
dan tidak dapat diprediksikan sebel

pierundang-undangan; dan/atau

d) keperluan mendesak lainnya yang ap
kerugian yang lebih besar bagi
masyarakat.

{3) Pendanaan ketersediaan alokasi anggaran
(1) yang belum cukup tersedia dan/atau
anggaran berjalan dapat menggunakan:

a. dana dari hasil penyesuaian ulang caj
kegiatan yang sama dalam tahun angg:

b. memanfaatkan anggaran kas yang terse

imana dimaksud pada ayat (1)

layanan Dasar masyarakat yang
1un anggaran berjalan;

dan belanja yang bersifat wajib;

luar kendali Pemerintah Daerah
umnya, serta amanat peraturan

abila ditunda akan menimbulkan
Pemerintah Daerah dan/atau

sebagaimana dimaksud pada ayat
belum dianggarkan dalam tahun

baian target kinerja program dan
aran berjalan; dan/atau

dia.




Anggaran
sebagai berikut:

1.

Ketentuan Lampiran I, diubah sehingga
tercantum dalam Lamplran I dan merup
dari Peraturan Wali Kota i ini;

Ketentualn Lampiran [I, diubah sehingga La
tercantum dalam Lampiran II dan merupaks
dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 1 B

Pendapatan dan Belanja Daerah

Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah
! Jumlah Pendapatan
Belanja
a. Belanja Operasi
1) |Belanja Pegawai
2) 'Belanja Barang dan Jasa
3) |Belan_]'a Bunga
4) |Belanja Subsidi
5) ;Belanja Hibah
6) Belanja Bantuan Sosial
7) Belanja Bantuan Keuangan

Jumlah Belanja Operasi
b. Belanja Modal
1)| Belanja Tanah
2)| Belanja Peralatan dan Mesin
3)| Belanja Bangunan Dan Gedung
4) Belanja Jalan, Jaringan dan
Irigasi
J5) Belanja Aset Lainnya

Jumlah Belanja Modal

c. Beélanja Tidak Terduga

| Jumlah Belanja
Surplus/ (Defisit)

Pembiayaan
a., Penerimaan Rp.
b.! Pengeluaran Rp.
Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Ta
Berkenaan:

97.137.639.550
62.962.263.260,00

,00

Rp.

hun
Rp.

Tahun Anggaran 2023 adalah

135.309.387.604,00
804.767.275.883,00
13.454.027.923,00

953.530.691.410,00

449.433.251.832,00
255.797.980.858,00
10.618.767.132,00
0,00
44.813.353.325,00
627.021.500,00
0,00

761.290.374.647,00
2.595.331.814,00
55.618.068.549,00
63.580.915.492,00

83.254.404.062,00
7.092.628.143,00

212.141.348.060,00

14.274.344.993,00

987.706.067.700,00
(34.175.376.290,00)

34.175.376.290,00

0,00

piran [ berbunyi sebagaimana
bagian yang tidak terpisahkan

mpiran II berbunyi sebagaimana
n bagian yang tidak terpisahkan



Pasal Il

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 26 Juni 2023

WALI KOTA BAUBAU,

DE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, Juni 2023
|
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BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR . . .




